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Menlmbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEI.{ RTPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHIJN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATULAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2OO9'IENTANG

ruNJANGAN KINERJA PEGAVr'AI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAFI.A ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

a. bahwa dengan telah diberikannya tunj^ngan l<tnerja bagr

pegawai di iingkungan Sekretariat Negara dan Seldetariat

IGbinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahw 2009,

maka lunjangan khusus pelayanan tugas kepresi<ienan telalt

dihaprxkan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diparu)ang perlu

menyempurnakan Peraturan Presiden Nornor 12 Tahun 2009

tentarg Tunjangan Kinerja Pegawai di t,ingkungan Sekretariat

Negara dan Sekretariat Kabinet;

l. Pasal 4 
^yat 

(1) Uncla n8- U ndang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1.945;

2. tJndang-tJndang Nomor E Tahun i974 tentang Pokok-pokok

Ytepegawaian (l*mbaran Negara Republik Indonesia. 'tahun 1974

Nomor 55, Tambahan lembarun Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Urrdang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (l*mbaran Negar:a Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan l*mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nornor 'i.7 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Taltun 2003

Nomor 47, TambaYtan Lembaran Negara Republik Indcnesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan

Negara (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik InConesia

Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indondsia

Tahun 7977 Nomor lTrTambahan Lembarun Negara Republik

Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali iiubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

(l*mbaran Negara Republik indonesta Tahurn 20Og Nomrr 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20Ol tentang ?eraturan

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (I*mbaran Itlegara

Republik Indonesia Tahun 2A 0 1 Nomor 5 l, T arnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah

beberupa kali diubah, teruk'hir dengan Peraturan Pernerintah

Nomor 20 Tahun 20Og (i,embaran Negara Repubtik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 37);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 29 Tahun 2OOl tentang Peraturan

Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 52,'lambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4094) sebagaimana

telah beberapa kali dtubah, teraidrir dengan Peraturan

Pernerintah Nomor 27 Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nornor 38);

8. Perafi;ran ...
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Menetapkan

8. Perafixan Presiden Nomor 31 Tahrin 2OOS terftang Sekretariat

Negara dan Sekretariat Ibbinet sebagaimana telah diubah

denganPeraturan PresiCen Nomor 19 Tahun 2OO7'

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2OOg tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lir,gkungan Sekretariat l.lega-ra dan

Sekretariat Ikbinet;

10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun ZOOG tentang Lhit KerJa

Presiden Pengelolaan Frogram dan Reformasi sebagatmana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2l Tahun 2OO8;

MEMUTUSKAN

PERATURAN PRESIDEN 'IENTANG PERUBAHAN A'[AS PDRATURAN

PRESIDEN NOMOR 1,2, TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN

KINE&JA PEGAWAI DI UINGKUNGAN SEKRET'ARIAT NECiARA DAN

SEKRETARIAT KABINET.

Pasal I

Menambah 1 (satu) Pasal diantaru Pasal 6 dan Pasal 7 Perafi;r:an

Presiden Nomor l,ZTahun 2OOg tentangTunjangan Kinerja Pegawai

di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat lr.a;binet yakni

Pasal 6A, y ang berbunyi sebagai berikufl

"Pasal6A ...
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('Pasal6A.

(1) Kepada Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet, dan

Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi

selain penghasilan yang berhak diterima menurut perataran

perundang-undangan, diberikan T'unjangan Kinerja setiap

bulan.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah sebesar 750o/o (seratus lima puluhper seratus) dari Kelas

Jabatan 18 ylang berlaku bagi pegawai Sekretartat Negara dan

Sekretariat Kabinet.

(3) Tunjangan Kineda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dib ay arkan terhitung mulai tanggal'1, J arr.nri 20 Og .

(4) Pajak Penghasilan atas Tunjangan IGne4a sebagaimana

dimalaud pada ayat (2), dibebankan pada Anggarun

Pendapatan dan Relanja Negara pa,J.a 'lahun Anggaran

bcrsangkutan."

Pasal II ...
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I

Perafr,xan Presiden i/ri mulai berlaku padatangga': ditetapkan

Pasal II

Ditetapkan diJa?,arta

pada tanggal 21 luli 2OOg

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR H. SUSiLO BAMBANG YUDHOYONC

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

I(abinet


